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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Bank Perkreditan Rakyat 

Bank Perkreditan Rakyat atau yang biasa disingkat BPR adalah salah satu 

lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa UMKM. BPR merupakan 

lembaga perbankan dibawah pengawasan Bank Indonesia. BPR tidak langsung 

berdiri begitu saja, tetapi melalui tahapan-tahapan selama bertahun-tahun. 

Berawal dari keinginan untuk membantu para petani, pegawai, dan buruh untuk 

melepaskan diri dari jerat rentenir yang memberikan kredit dengan bunga tinggi. 

Pasca kemerdekaan Indonesia, didirikan beberapa jenis lembaga keuangan 

kecil dan lembaga keuangan di pedesaan seperti Bank Pasar, Bank Karya 

Produksi Desa (BKPD), dan mulai awal 1970an, Lembaga Dana Kredit Pedesaan 

(LDKP) oleh Pemerintah Daerah. 

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober 1988 

(PAKTO 1988) melalui Keputusan Presiden RI No.38 yang menjadi momentum 

awal pendirian BPR-BPR baru. Kebijakan tersebut memberikan kejelasan 

mengenai keberadaan dan kegiatan usaha “Bank Perkreditan Rakyat” atau BPR. 

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.7 tentang Perbankan tahun 1992 (UU 

No.7/1992 tentang Perbankan), BPR diberikan landasan hukum yang jelas sebagai 

salah satu jenis bank selain Bank Umum. 

Sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan Bukan Bank 

yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dapat menyesuaikan 

kegiatan usahanya sebagai bank. Selain itu, dinyatakan juga bahwa lembaga-
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lembaga keuangan kecil seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank 

Pegawai, LPN, LPD, BKD, BKK, KURK, LPK, BKPD, dan lembaga-lembaga 

lainnya yang dipersamakan dengan itu dapat diberikan status sebagai BPR dengan 

memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

(PP). 

Selanjutnya PP No.71/1992 memberikan jangka waktu sampai dengan 31 

Oktober 1997 bagi lembaga-lembaga keuangan tersebut untuk memenuhi 

persyaratan menjadi BPR. Sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, tidak 

seluruh lembaga keuangan tersebut dapat dikukuhkan sebagai BPR karena tidak 

dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 

BPR yang didirikan sesudah PAKTO 1988 maupun Lembaga Keuangan 

yang dikukuhkan menjadi BPR sesuai dengan PP No.71/1992, tunduk pada 

ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan dan 

peraturanperaturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas 

pengawas bank. Khusus Badan Kredit Desa (BKD), meskipun lembaga tersebut 

sesuai UU No.7/1992 tentang Perbankan, diberikan status sebagai BPR, namun 

karena organisasi dan manajemennya relatif sederhana, lingkup usahanya sangat 

kecil, serta operasionalnya tidak setiap hari, maka pengaturan dan pengawasan 

terhadap BKD pun tidak dapat disamakan dengan BPR. 

B. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat 

Berikut usaha yang dapat dilaksanakan oleh BPR: 

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito 

berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 
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2. Memberikan kredit 

3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip Syariah, 

sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito 

berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. 

C. Bentuk Hukum BPR 

Bentuk hukum BPR dapat berupa Perusahaan Daerah (Badan Usaha Milik 

Daerah), Koperasi Perseroan Terbatas dan bentuk lain yang ditetapkan 

Pemerintah. 

D. Kepemilikan BPR 

1. BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga Negara Indonesia, badan 

hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia, 

Pemerintah hokum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara 

Indonesia, dan pemerintah daerah. 

2. BPR yang membentuk hukum koperasi, kepemilikan diatur berdasarkan 

ketentuan dalam UU tentang perkoperasian yang berlaku. 

3. BPR yang berbentuk perseroan terbatas, sahamnya hanya dapat diterbitkan 

dalam bentuk saham atas nama. 

4. Perubahan kepemilikan BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia 

5. Merger dan konsolidasi antara BPR, serta akuisisi BPR wajib mendapat izin 

Menteri Keuangan sebelumnya setelah mendengar pertimbangan Bank 

Indonesia. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan 

dengan Peraturan Pemerintah. 
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E. Pembinaan dan Pengawasan BPR 

Fungsi Bank Indonesia sebagai pembinaan dan pengawasan bank pada 

umumnya terdapat dalam UU Pokok Perbankan Nomor 7 tahun 1992 Bab V 

Pembinaan dan Pengawasan Pasal 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37. 

Pengawasan Bank Indonesia terhadap BPR meliputi:  

1. Pemberian bantuan dan layanan perbankan kepada lapisan masyarakat yang 

rendah yang tidak terjangkau bantuan dan layanan bank umun, yaitu dengan 

memberikan pinjaman kepada pedagang dan pengusaha kecil didesa dan 

dipasar agar tidak terjadi rentenir. 

2. Membantu pemerintah dalam ikut mendidik masyarakat guna memahami pola 

nasional dengan adanya akselerasi pembangunan. 

3. Pencitaan pemertaan kesempatan berusaha bagi masyarakat. 

Dalam melakukan pengawasan akan terjadi beberapa kesalahan, yaitu: 

1. Organisasi dan sistem manajemen, termasuk didalamnya perencanaan yang 

ditetapkan. 

2. Kekurangan tenaga terampil dan professional 

3. Mengalami masalah likuiditas 

4. belum melaksanakan fungsi BPR sebagaimana mestinya. 
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